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Abstrak

Studi ini mengkaji revitalisasi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa
lingkungan di wilayah Indonesia Timur. Melalui analisis komparatif terhadap tiga wilayah
adat—Maluku Tengah, Papua, dan Timor Barat—penelitian ini mengungkap bagaimana
praktik-praktik hukum tradisional beradaptasi dengan tantangan ekologi serta sosial-politik
kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya dipertahankan,
tetapi juga secara aktif mengalami transformasi agar tetap relevan secara budaya dan
mendukung keberlanjutan lingkungan. Upaya revitalisasi dibentuk oleh konteks lokal, tekanan
eksternal, serta interaksi antara komunitas adat dengan lembaga negara. Penelitian ini mengisi
kekosongan penting dalam literatur yang selama ini cenderung berfokus pada pengakuan formal
hukum adat tanpa membahas peran dinamisnya dalam penyelesaian konflik. Meskipun
memberikan wawasan yang signifikan, penelitian ini mengakui adanya keterbatasan terkait
cakupan geografis dan metodologi, sehingga menyarankan agar studi selanjutnya menggunakan
pendekatan longitudinal dan jangkauan wilayah yang lebih luas. Hasil penelitian ini
memberikan kontribusi bagi diskursus pluralisme hukum serta menawarkan implikasi praktis
bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola
lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Revitalisasi Hukum, Legal
Pluralism, Masyarakat Adat
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Revitalisasi Hukum Adat...
1. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang melanda Indonesia mengalami eskalasi yang mengkhawatirkan dalam dua
dekade terakhir, ditandai oleh kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan, degradasi sumber daya alam,
dan konflik agraria yang semakin kompleks. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah industri
padat penduduk seperti Jawa atau Sumatera, tetapi juga semakin menggerogoti kawasan Indonesia
Timur yang selama ini dikenal memiliki kekayaan hayati dan budaya yang tinggi (Prastio et al., 2023).
Indonesia Timur, meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, menyimpan sumber daya alam
melimpah, namun eksploitasi besar-besaran melalui industri ekstraktif seperti pertambangan,
perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur telah memperparah ketegangan sosial dan
mempercepat krisis ekologis (Shahzad et al., 2024). Penyelesaian sengketa akibat kerusakan
lingkungan di kawasan ini menjadi semakin pelik, terutama ketika pendekatan hukum formal negara
sering kali gagal memahami dan mengakomodasi realitas lokal yang berakar kuat pada hukum adat

(Rahman et al., 2022).

Dalam konteks masyarakat adat Indonesia Timur, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai perangkat
normatif dalam mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, ekologis,
dan kosmologis yang mengikat komunitas dengan alam sekitarnya (Hamzani et al., 2023). Mekanisme
penyelesaian sengketa berbasis adat seperti musyawarah adat, mediasi kolektif, hingga pemberian
sanksi berbentuk ritual atau ganti rugi ekologis telah diwariskan secara turun-temurun dan terbukti
efektif menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Diab et al., 2022). Namun,
modernisasi hukum nasional yang berbasis positivistik sering kali mengesampingkan hukum adat
dalam resolusi konflik, memunculkan kekosongan regulasi di tingkat lokal yang menyebabkan
ketidakadilan, marginalisasi, dan hilangnya hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam

mereka (Lamidi, 2024).

Sayangnya, keberlanjutan hukum adat di Indonesia Timur menghadapi berbagai tantangan struktural
(Syaban & Appiah-Opoku, 2024). Selain minimnya pengakuan hukum negara terhadap wilayah adat,
globalisasi ekonomi dan arus budaya dari luar perlahan mengikis nilai-nilai tradisional (Inman, 2024).
Pengaruh kapitalisasi lahan, ketidakpastian hukum terkait status tanah ulayat, serta lemahnya posisi
tawar masyarakat adat di hadapan korporasi dan negara memperparah marginalisasi hukum adat (Das,
2024). Akibatnya, dalam banyak kasus sengketa lingkungan, masyarakat adat kehilangan akses
terhadap mekanisme penyelesaian berbasis nilai-nilai mereka sendiri dan dipaksa untuk tunduk pada

prosedur hukum formal yang kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi lokal (Dafe et al., 2024).

Data empiris menunjukkan bahwa konflik lingkungan di Indonesia Timur semakin meningkat baik
dari sisi kuantitas maupun intensitas (Quintana-Navarrete & Fondevila, 2024). Menurut laporan
(Blanco et al., 2023), tercatat 212 kasus konflik lingkungan yang melibatkan masyarakat adat di
Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah tersebut, 74 persen di antaranya terkait

langsung dengan perebutan lahan antara masyarakat adat dan korporasi, terutama di sektor perkebunan
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kelapa sawit, pertambangan nikel, serta proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Konflik ini
berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber kehidupan utama seperti hutan, sungai,

dan tanah ulayat, serta memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat lokal (Martinez et al.,

2023).

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh (Chairul Fahmi & Muhammad Siddiq Armia, 2022)
menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat adat di Indonesia Timur masih bergantung pada
mekanisme penyelesaian adat untuk mengatasi sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Praktik-praktik seperti "Pela Gandong" di Maluku, "Yewene" di Papua, dan "Belis" dalam komunitas
Timor digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dan ekologis yang rusak akibat konflik. Meski
demikian, hanya sebagian kecil dari praktik adat tersebut yang memperoleh pengakuan resmi dalam
penyelesaian sengketa melalui lembaga negara seperti pengadilan negeri atau pengadilan adat (Afrizal

& Berenschot, 2022).

Fenomena ini memperlihatkan adanya dualisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa
lingkungan (Campbell, 2023). Di satu sisi, sistem hukum nasional menghendaki penyelesaian melalui
jalur litigasi yang formal dan terstandarisasi, sementara di sisi lain, masyarakat adat lebih memilih
jalur non-litigasi berbasis konsensus adat yang lebih adaptif terhadap konteks sosial-ekologis setempat
(Erie, 2023). Dualisme ini tidak jarang menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang
proses penyelesaian sengketa, dan pada akhirnya merugikan masyarakat adat yang minim akses

terhadap keadilan formal (Maraire, 2024).

Kajian pustaka mengenai hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan memperlihatkan bahwa
sejak awal, hukum adat di Nusantara memiliki karakter ekologis yang kuat. (Wardhani et al., 2022)
menjelaskan bahwa hukum adat bukan hanya sistem normatif, tetapi juga sistem adaptif yang
berfungsi menyeimbangkan hubungan antara manusia dan alam. Dalam pandangan ini, pelanggaran
terhadap aturan adat seringkali diartikan juga sebagai pelanggaran terhadap keseimbangan kosmologis,

yang harus diperbaiki melalui upacara atau restitusi ekologis (Burke & Morley, 2023).

(Zafar, 2024) menambahkan bahwa hukum adat berkembang berdasarkan prinsip musyawarah
mufakat dan restoratif, bukan retributif. Hal ini menjadikan hukum adat lebih berorientasi pada
pemulihan hubungan sosial daripada menghukum pelaku. Dalam konteks penyelesaian sengketa
lingkungan, mekanisme ini memungkinkan terjadinya penyembuhan sosial-ekologis melalui ritual,
pengakuan kesalahan, dan kompensasi terhadap kerusakan yang terjadi. Konsep ini berkontras tajam
dengan sistem hukum modern yang lebih menekankan penghukuman dan kompensasi finansial semata

(Spannring & Hawke, 2022).

Dalam tinjauan teoritis tentang pluralisme hukum, (Fabra-Zamora, 2022) mengemukakan bahwa
pluralisme hukum merupakan ciri utama masyarakat modern, di mana berbagai sistem hukum —

negara, agama, adat — hidup berdampingan dan berinteraksi secara dinamis. Di Indonesia, pluralisme
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hukum tidak hanya merupakan warisan sejarah, tetapi juga kebutuhan praktis mengingat keragaman
budaya dan sistem nilai yang ada. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam
penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya penting secara normatif, tetapi juga secara fungsional

untuk memperkuat efektivitas resolusi konflik (Pirie, 2023).

Namun, kritik terhadap studi hukum adat juga bermunculan. (Vandenberghe, 2023) mencatat bahwa
sebagian besar penelitian tentang hukum adat terjebak pada romantisisme budaya tanpa mengkritisi
ketidaksetaraan internal dalam masyarakat adat sendiri, seperti relasi gender atau stratifikasi sosial. Ini
berarti bahwa upaya revitalisasi hukum adat perlu disertai pendekatan kritis yang mempertimbangkan
dinamika kekuasaan di dalam komunitas, agar hukum adat benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan

ekologis dan sosial, bukan sebagai instrumen konservasi kekuasaan elit adat semata.

Dalam hukum lingkungan global, prinsip ekologi hukum yang dikemukakan oleh (Gilbert et al., 2023)
memberikan landasan filosofis yang penting. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian
integral dari ekosistem sosial-budaya dan ekologis yang terus berubah, bukan sebagai entitas statis dan
terpisah. Dengan demikian, revitalisasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus
dilihat sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih adaptif, holistik, dan

berkelanjutan.

Studi-studi terdahulu telah banyak membahas peran hukum adat dalam konteks lokal. Misalnya,
penelitian oleh (Tran, 2024) tentang komunitas Marind di Papua menunjukkan bahwa forum adat
mampu meredam eskalasi konflik akibat perambahan lahan oleh perusahaan perkebunan. Forum
tersebut menggunakan metode dialog berbasis konsensus, disertai ritual pengakuan dan permintaan
maaf kepada alam dan leluhur. Keberhasilan mekanisme ini menunjukkan bahwa pendekatan adat

mampu memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan litigasi formal.

Penelitian serupa oleh (Kusiima et al., 2022) mengenai masyarakat adat di Kei, Maluku,
mengungkapkan pentingnya prinsip "hidup orang basudara" dalam meresolusi konflik sumber daya
alam. Melalui prinsip ini, konflik diatasi dengan mengedepankan relasi kekerabatan dan solidaritas
antar komunitas, alih-alih dengan pendekatan adversarial yang umum dalam sistem pengadilan negara.
Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah fragmentasi sosial yang kerap muncul akibat

penyelesaian konflik berbasis hukum formal.

Selain itu, studi oleh (Afrizal & Berenschot, 2022) mengkaji revitalisasi hukum adat di Nusa Tenggara
Timur dalam menghadapi sengketa lahan dengan perusahaan tambang. Temuannya menunjukkan
bahwa keberhasilan mekanisme adat sangat bergantung pada dukungan struktur sosial lokal dan
pengakuan negara terhadap eksistensi komunitas adat. Tanpa pengakuan tersebut, mekanisme adat

cenderung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak luar.

Meskipun sejumlah penelitian telah menunjukkan efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa

lingkungan, terdapat beberapa celah penelitian yang belum banyak diisi. Pertama, sebagian besar studi
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hanya berfokus pada satu wilayah adat tertentu, sehingga belum tersedia kajian komparatif lintas
wilayah yang mengungkap variasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Padahal,
keragaman budaya dan ekologi di Indonesia Timur menghasilkan diferensiasi yang kaya dalam sistem

hukum adat masing-masing komunitas.

Kedua, sebagian besar penelitian hukum adat cenderung mengabaikan dimensi ekologis secara
eksplisit dan hanya menekankan pada aspek sosial atau normatif. Belum banyak kajian yang
menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekologis dalam hukum adat berkontribusi terhadap
keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Padahal, dimensi ini sangat penting untuk
memperkuat argumentasi tentang perlunya revitalisasi hukum adat dalam era krisis lingkungan global

saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif praktik penyelesaian sengketa lingkungan
berbasis hukum adat di beberapa wilayah adat di Indonesia Timur, meliputi Papua, Maluku, dan Nusa
Tenggara Timur. Penelitian ini berfokus pada identifikasi prinsip-prinsip ekologis dalam mekanisme
penyelesaian adat, analisis efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa, serta eksplorasi
kemungkinan revitalisasi hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional. Kontribusi utama dari
penelitian ini adalah menawarkan model konseptual integratif antara hukum adat dan hukum

lingkungan modern berbasis prinsip keadilan ekologis.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan
studi hukum lingkungan dan pluralisme hukum, serta kontribusi praktis dalam mendesain kebijakan
penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan
pendekatan komparatif dan analisis ekologis-hukum, penelitian ini menambah khazanah metodologi
dalam studi hukum dan memperkuat posisi hukum adat sebagai aktor penting dalam membangun masa

depan keberlanjutan Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif. Pendekatan
kualitatif dipilih untuk menggali makna, nilai, dan praktik hukum adat dalam konteks penyelesaian
sengketa lingkungan secara mendalam, sedangkan studi komparatif digunakan untuk menganalisis
perbedaan dan persamaan revitalisasi hukum adat di beberapa wilayah adat di Indonesia Timur.
Penelitian ini berupaya memahami bagaimana hukum adat beroperasi dalam konteks lokal, bagaimana
ia berinteraksi dengan hukum negara, dan bagaimana ia dapat diperkuat atau direvitalisasi dalam
penyelesaian sengketa lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dalam bingkai konstruktivis, dengan asumsi bahwa realitas sosial dan hukum

dibentuk oleh interaksi dinamis antaraktor. Oleh karena itu, data dikumpulkan dan dianalisis dengan
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tujuan menangkap pemaknaan subjektif para pelaku, termasuk tokoh adat, masyarakat, aktivis

lingkungan, dan aparat negara, terhadap konsep keadilan ekologis berbasis hukum adat.

B. Research Sites and Participants

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah adat yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekologi
yang berbeda namun sama-sama menghadapi tantangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan,
yaitu wilayah adat Maluku Tengah (Pela Gandong), wilayah adat Papua (sistem Yewene), dan wilayah
adat Timor Barat di Nusa Tenggara Timur (praktik Belis lingkungan). Pemilihan lokasi dilakukan
secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keberlanjutan hukum adat, intensitas konflik
lingkungan, serta keterbukaan komunitas terhadap penelitian.

Partisipan dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, masyarakat adat yang terlibat langsung dalam
sengketa lingkungan, aktivis organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak-hak adat dan
lingkungan, serta pejabat pemerintahan lokal dan peradilan yang menangani kasus-kasus terkait.
Teknik pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman,
dan pengetahuan partisipan terhadap hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan. Secara

keseluruhan, penelitian ini melibatkan 30 narasumber kunci yang tersebar di tiga wilayah tersebut.

C. Data Collection Techniques

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur
untuk memberikan keleluasaan kepada narasumber dalam mengungkapkan pandangan, pengalaman,
dan interpretasi mereka terkait revitalisasi hukum adat. Panduan wawancara disusun berdasarkan
tema-tema kunci seperti struktur hukum adat, mekanisme penyelesaian sengketa, perubahan nilai-nilai
adat, interaksi dengan hukum negara, dan strategi revitalisasi.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung proses penyelesaian sengketa
berbasis adat, upacara adat, atau pertemuan adat yang relevan. Observasi ini bertujuan untuk
menangkap dinamika sosial yang tidak selalu terungkap dalam wawancara, termasuk relasi kekuasaan,
ekspresi budaya, dan simbolisme yang melekat dalam praktik penyelesaian sengketa.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen adat (seperti piagam adat, peraturan
komunitas), dokumen resmi negara (seperti perda pengakuan masyarakat adat, keputusan pengadilan),
laporan NGO, serta literatur akademik yang relevan. Data dokumenter ini digunakan untuk

memperkaya dan mengkonfirmasi temuan lapangan.

D. Data Analysis Techniques
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai
dengan transkripsi data wawancara dan catatan observasi secara verbatim. Setelah itu dilakukan proses
open coding untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data. Tema-tema ini kemudian

dikategorisasikan ke dalam beberapa domain utama, seperti bentuk revitalisasi hukum adat, tantangan
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dan hambatan, strategi integrasi dengan hukum negara, serta dampaknya terhadap penyelesaian
sengketa lingkungan.

Setelah tahap kategorisasi, dilakukan axial coding untuk menemukan hubungan antar tema dan
membangun pola-pola teoretis. Proses ini membantu mengembangkan narasi komparatif antara ketiga
wilayah penelitian, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan praktik revitalisasi hukum adat, serta
mengelaborasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa
lingkungan berbasis adat.

Software analisis kualitatif NVivo digunakan untuk membantu pengelolaan dan pengkodean data
secara sistematis, meningkatkan transparansi analisis, dan mempermudah penelusuran jejak data (audit

trail).

E. Data Validation
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber,
triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari berbagai tipe partisipan dan dokumen. Triangulasi metode dilakukan
dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara itu, member
checking dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada beberapa narasumber kunci terkait interpretasi
data yang diperoleh, untuk memastikan bahwa temuan mencerminkan pengalaman dan pandangan

mereka secara akurat.

Selain itu, refleksivitas peneliti dijaga sepanjang proses penelitian untuk meminimalkan bias
interpretatif. Peneliti secara rutin melakukan refleksi kritis terhadap posisi sosial, nilai-nilai pribadi,

dan asumsi teoretis yang dapat mempengaruhi pengumpulan dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa revitalisasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di
tiga wilayah adat Indonesia Timur menunjukkan pola yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor budaya,

sosial, dan politik lokal.

Di wilayah adat Maluku Tengah, praktik Pela Gandong mengalami revitalisasi dengan mengadaptasi
prinsip-prinsip penyelesaian sengketa tradisional melalui pembentukan forum adat lingkungan, yang
difasilitasi oleh lembaga adat dan didukung oleh peraturan daerah. Forum ini menggabungkan
musyawarah adat dengan prinsip mediasi modern, sehingga menghasilkan keputusan yang memiliki

legitimasi kuat di komunitas dan diakui oleh pemerintah daerah.

Di wilayah Papua, sistem Yewene tetap mempertahankan bentuk aslinya, tetapi mengalami tantangan
serius akibat tekanan dari luar seperti eksploitasi sumber daya dan masuknya hukum negara. Meskipun

demikian, ada upaya revitalisasi melalui penguatan peran dewan adat dan pembentukan komunitas
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hukum adat yang bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk memperjuangkan hak atas

tanah dan lingkungan.

Sementara itu, di wilayah Timor Barat, revitalisasi hukum adat terkait sengketa lingkungan dilakukan
melalui rekonseptualisasi praktik Belis lingkungan. Nilai pertukaran dalam Belis diperluas bukan
hanya pada aspek sosial-ekonomi tetapi juga pada kewajiban menjaga ekosistem, sehingga dalam
setiap sengketa lingkungan, penyelesaian adat melibatkan komitmen bersama untuk konservasi

sumber daya alam. Tabel 1 menunjukkan data komparatif hasil penelitian lapangan.

Tabel 1. Komparasi Bentuk Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan

W:;Z?h Bentuk Revitalisasi D;;;‘:::g:in Iﬁﬁ;ﬂg;ﬁ?
Maluku Forum Adat Lingkungan Perda ada Tinggi
Tengah
Papua Penguatan Dewan Adat Lemah Sedang
Timor Barat Rekonseptualisasi Belis untuk Perdes ada Tinggi

Lingkungan

Sumber: Data Lapangan, 2025

Gambar 1 menunjukkan model revitalisasi hukum adat di tiga wilayah.

Model Revitalisasi Hukum Adat
di Tiga Wilayah

l l

Maluku Tengah Papua Timor Barat
Forum Adat Penguatan Rekonseptualisasi
Lingkungan Dewan Adat Bells untuk

Lingkungan
Perda Lemah Perdes ada
ada Tinggi

Gambar 1. Model Revitalisasi Hukum Adat di Tiga Wilayah (Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Tabel 2. Faktor Penghambat Revitalisasi Hukum Adat

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Menurunnya legitimasi tokoh adat

Erosi nilai-nilai adat pada generasi muda

Fragmentasi komunitas adat

Dominasi hukum negara

Tekanan ekonomi (perusahaan tambang, kehutanan)

Minimnya perlindungan kebijakan

Sumber: Data Lapangan, 2025

Selain bentuk revitalisasi, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor penghambat revitalisasi hukum

adat. Faktor internal meliputi menurunnya otoritas tokoh adat di kalangan generasi muda, sedangkan
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faktor eksternal berkaitan dengan lemahnya dukungan hukum positif dan tekanan ekonomi-politik dari
luar komunitas. Tabel 2 menunjukkan faktor-faktor tersebut. Gambar 2 menunjukkan diagram faktor-

faktor yang mempengaruhi revitalisasi.

Diagram Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Revitalisasi

Faktor
Internal

E—

Faktor

Eksternal

Menurunnya Dominasi Tekanan

legitimasi tokoh adat hukum ekonomi

> negara (perusahaan
tambang,

Erosi nilai-nilai adat
pada generasi muda

kehutanan)

Minimnya perlindungan
Fragmentasi kebijakan
komunitas adat 2

Gambar 2. Diagram Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Revitalisasi (Sumber: Olahan Peneliti, 2025)

Data kualitatif juga menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada sejauh mana
komunitas adat mampu menegosiasikan ruang hukum dan politik dengan aktor eksternal, serta sejauh

mana revitalisasi tersebut tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang otentik.
Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai
pelestarian tradisi, melainkan juga sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan
lingkungan yang semakin kompleks. Di wilayah Maluku Tengah, pembentukan Forum Adat
Lingkungan menjadi manifestasi konkret dari kemampuan komunitas adat untuk melakukan inovasi
kelembagaan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dengan tuntutan hukum positif negara.
Fenomena ini mengonfirmasi pandangan (Fithriani et al., 2024) tentang pentingnya memahami
revitalisasi hukum adat sebagai glokalisasi hukum, yaitu penggabungan nilai lokal dengan kebutuhan

global dalam praktik hukum sehari-hari.

Di Papua, praktik hukum adat seperti sistem Yewene masih bertahan, namun menghadapi tekanan
yang berat dari ekspansi ekonomi dan perubahan penggunaan lahan. Minimnya dukungan regulatif
negara memperlihatkan keterbatasan struktur formal dalam melindungi keberlanjutan hukum adat.
Temuan ini menguatkan studi (Harada et al., 2022), yang menekankan bahwa pengakuan legal formal
saja tidak cukup; perlu ada dukungan struktural untuk memastikan keberlangsungan hukum adat

dalam menghadapi tekanan eksternal.

Sementara itu, di Timor Barat, rekontekstualisasi praktik Belis menjadi Belis lingkungan
menunjukkan bagaimana revitalisasi hukum adat dapat bertransformasi secara substantif tanpa
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kehilangan makna budaya. Transformasi ini memperlihatkan dinamika hukum adat sebagai sesuatu
yang hidup, bukan entitas statis, sebagaimana dikemukakan oleh (Hosseini, 2023) dalam konsep living
law. Pendekatan adaptif ini terbukti lebih efektif dalam menjaga relevansi hukum adat di tengah

perubahan ekologi dan sosial.

Jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, penelitian ini memperlihatkan adanya kekosongan
dalam kajian revitalisasi hukum adat yang menekankan konteks resolusi sengketa lingkungan.
Sebagian besar literatur sebelumnya lebih berfokus pada aspek pengakuan formal atau pembekuan
simbolik hukum adat tanpa mengeksplorasi dinamika praktik revitalisasi dalam konteks penyelesaian
konflik ekologi. Dengan mengkaji kasus-kasus spesifik di tiga wilayah adat Indonesia Timur,
penelitian ini mengisi gap tersebut dan menawarkan pemahaman lebih kontekstual tentang bagaimana

hukum adat berevolusi untuk merespons tantangan lingkungan.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami revitalisasi hukum adat
dalam penyelesaian sengketa lingkungan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.
Pertama, fokus penelitian yang terbatas pada tiga wilayah adat membatasi generalisasi temuan ke
seluruh Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan hukum yang jauh lebih luas. Setiap
komunitas adat memiliki dinamika sendiri yang mungkin menghasilkan pola revitalisasi yang berbeda.
Kedua, metode pengumpulan data yang mengandalkan wawancara mendalam dan observasi
partisipatif membawa potensi subjektivitas, walaupun langkah-langkah triangulasi telah diterapkan
untuk meningkatkan validitas. Ketiga, karena penelitian ini bersifat potret waktu (cross-sectional), ia
tidak sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang dari proses revitalisasi yang bisa berubah

seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan keterbatasan ini, disarankan agar penelitian lanjutan mengadopsi pendekatan longitudinal
untuk memahami perubahan hukum adat dalam jangka panjang. Penelitian lebih lanjut juga perlu
memperluas cakupan geografis dengan melibatkan komunitas adat dari berbagai wilayah Indonesia,
termasuk wilayah barat dan tengah, untuk mendapatkan gambaran komparatif yang lebih
komprehensif. Selain itu, integrasi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum,
antropologi, ekologi, dan studi pembangunan sangat penting untuk menangkap kompleksitas
hubungan antara revitalisasi hukum adat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah tersebut,
masa depan penelitian di bidang ini akan mampu memberikan kontribusi substantif tidak hanya bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi formulasi kebijakan yang lebih berpihak pada

masyarakat adat

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi hukum adat di wilayah Indonesia Timur merupakan
respon adaptif terhadap kompleksitas perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, khususnya dalam
penyelesaian sengketa lingkungan. Kasus-kasus di Maluku Tengah, Papua, dan Timor Barat

memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya mempertahankan relevansi budaya, tetapi juga
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mengalami transformasi substantif untuk menjawab tantangan kontemporer. Revitalisasi ini tidak
terjadi secara seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, tekanan eksternal, serta
dinamika relasi antara komunitas adat dan negara. Melalui temuan ini, penelitian berhasil mengisi
kekosongan dalam literatur yang sebelumnya cenderung menyoroti pengakuan formal hukum adat

tanpa melihat dinamika praktiknya dalam resolusi konflik lingkungan.

Meskipun studi ini memberikan kontribusi penting, terdapat keterbatasan dalam cakupan wilayah dan
pendekatan metodologi yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Oleh karena itu,
penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal dan memperluas wilayah
kajian agar dapat menangkap dinamika jangka panjang dan keragaman pola revitalisasi hukum adat
secara lebih luas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan
kebijakan yang lebih inklusif terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan, sekaligus memperkaya diskursus akademik tentang transformasi hukum dalam konteks

lokal-global yang terus berkembang..
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